BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori
1. Kinerja Keuangan
1.1 Definisi Kinerja Keuangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Kkinerja
adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas yang terukur. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat
pencapaian pelaksanaan suatu program organisasi dalam mewujudkan
tujuan organisasi, pengeluaran hasil kerja organisasi, keputusan
pelanggan, serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi
masyarakat (Suprapto, 2006).

Syamsi (1986) dalam Susantih dan Saftiana (2009) menyatakan
kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah
untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah
guna memenuhi kebutuhannya agar tidak tergantung sepenuhnya
kepada Pemerintah Pusat. Sehingga mempunyai keleluasaan dalam
menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah
dalam batas-batas yang diatur berdasarkan peraturan perundang-

undangan.
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1.2 Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Mahmudi dalam Deddi dan Ayuningtyas (2011), secara
umum pengukuran kinerja menunjukkan hasil dari implementasi sebuah
kegiatan/ kebijakan, tetapi pengukuran Kkinerja tidak menganalisis
alasan hal ini dapat terjadi atau mengidentifikasi perubahan yang perlu
dilakukan terhadap tujuan dari kegiatan/ kebijakan. Lalu masih menurut
Deddi dan Ayuningtyas (2011), berikut tujuan penilaian kinerja di
sektor publik.

a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi.

b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai.

c. Memperbaiki kinerja periode—periode berikutnya.

d. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan
keputusan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman
(punishment).

e. Memotivasi pegawai.

f.  Menciptakan akuntabilitas publik.

Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau
non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang
dicapai dari suatu aktivitas. suatu proses, atau suatu organisasi (Erlina,
2008). Sedangkan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat
capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi

anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan
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yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-—
undangan selama satu periode anggaran.

Menurut Abdul dan Muhammad (2012), pemerintah daerah
sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah
pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau
tidak. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja pemerintah daerah
dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan
analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan
dilaksanakannya.

1.3 Rasio Keuangan Sebagai Indikator Kinerja Keuangan

Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk
tolok ukur dalam:

a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai
penyelenggaraan daerah.

b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan
pendapatan daerah.

c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam
menjalankan pendapatan daerahnya.

d. Mengukur kontribusi masing — masing sumber pendapatan dalam

pembentukan pendapatan daerah.
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Melihat pertumbuhan/ perkembangan perolehan pendapatan dan
pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.
1.4 Jenis-Jenis Rasio Keuangan
Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk kinerja
keuangan daerah (Halim, 2007) yang meliputi:
a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio kemandirian keuangan daerah atau rasio desentraslisasi
fiskal menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam
membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan
pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan
retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio
kemandirian keuangan daerah dihitung menggunakan persamaan
berikut ini (Mahmudi, 2011):

Rasio K dirian = Pendapatan Asli Daerah X 100%
asio Kemandirian = ——— Pendapatan Daerah °

Berdasarkan persamaan di atas dapat dinyatakan bahwa semakin
besar total PAD terhadap total pendapatan daerah, maka rasio
kemandirian keuangan daerah akan semakin besar atau sebaliknya.

b. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah
Daerah dalam merealisasikan APBD yang direncanakan dan
dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi
nyata daerah. Artinya, rasio ini merupakan hasil perbandingan

(nisbah) antara APBD yang terealisasi dengan APBD yang
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ditargetkan (Halim 2007). Rasio efektivitas keuangan daerah
dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini:

. .. Realisasi Pendapatan
Rasio Efektivitas = X100%
Target Pendapatan

Berdasarkan persamaan diatas dapat dinyatakan bahwa semakin
besar realisasi penerimaan APBD terhadap target penerimaan
APBD, maka rasio efektivitas keuangan daerah akan semakin besar
atau sebaliknya. Semakin tinggi rasio efektivitas keuangan daerah,
maka daerah telah menggunakan APBD secara efektif dalam
membiayai  kegiatan atau program kerja dalam rangka
melaksanakan pembangunan dan mensejahterakan masyarakatnya
atau sebaliknya.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan
antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi
penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien,
begitu pula sebaliknya. Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat
diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat (Mahmudi, 2011). Penghitungan rasio efisiensi
yaitu:

. o . Realisasi Pengeluaran
Rasio Efisiensi = - - - X100%
Realisasi Penerimaan

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan

efektif apabila rasio yang dihasilkan mencapai minimal sebesar 1
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atau 100%. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan
kemampuan daerah yang semakin baik. Dengan mengetahui hasil
perbandingan antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan
dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian
Kinerja keuangan dapat ditentukan (Medi, 1966 dalam Budiarto,
2007). Apabila kinerja keuangan diatas 100% ke atas dapat
dikatakan tidak efisien, 90%-100% adalah kurang efisien, 80% -
90% adalah cukup efisien, 60% - 80% adalah efisien dan dibawah
dari 60% adalah sangat efisien.

Rasio Aktivitas (Keserasian Belanja Daerah)

Rasio aktivitas (Keserasian Belanja Daerah) adalah rasio
keuangan daerah yang menggambarkan bagaimana Pemerintah
Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan
belanja pembangunan secara optimal. Rasio aktivitas terdiri atas : a)
Rasio Belanja Rutin terhadap APBD, b) Rasio belanja rutin
terhadap APBD. Kedua rasio di atas sebagai berikut:

- Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD
Rasio belanja rutin terhadap APBD adalah rasio keuangan
daerah yang merupakan hasil nisbah (perbandingan) antara total
belanja rutin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap
total APBD yang diterima. Artinya, rasio ini menggambarkan

seberapa besar belanja rutin yang dilakukan oleh Pemerintah
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Daerah dalam 1 tahun periode anggaran. Kedua rasio tersebut
adalah sebagai berikut:

Menurut Halim (2007), Rasio belanja rutin dihitung dengan
menggunakan persamaan berikut ini:

Rasio Belania Rutin = TotalBelanjaRutinXlOOO/
asio Belanja Rutin = Total APED 0

Berdasarkan persamaan di atas dapat dinyatakan bahwa
semakin besar rasio belanja rutin terhadap total APBD, maka
Pemerintah Daerah tergolong aktif melakukan belanja rutin
dalam 1 tahun periode anggaran atau sebaliknya. Rasio ini
menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan
alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan
secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang
dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja
investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk
menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung
semakin kecil.

Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD

Rasio belanja pembangunan terhadap APBD adalah rasio
keuangan daerah yang menggambarkan belanja untuk
pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan
menggunakan dana yang diterima dari APBD. Rasio belanja

pembangunan terhadap PAD dihitung dengan persamaan :
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Rasio Belanja Pembangunan

_ Total Belanja Pembangunan

e 0,
Total APBD x 100%

Berdasarkan persamaan di atas dapat dinyatakan bahwa
semakin besar rasio belanja pembangunan terhadap total APBD,
maka Pemerintah Daerah tergolong aktif melakukan belanja
pembangunan dalam 1 tahun periode anggaran atau sebaliknya.
Semakin tinggi tingkat belanja pembangunan terhadap APBD
mengandung arti bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan
anggaran dana yang besar dari APBD dalam melakukan belanja
modal, baik berupa barang maupun jasa untuk kepentingan

jalannya pemerintahan atau sebaliknya.

2. Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan
belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran
dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan
menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada
kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk
memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur,
dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli
melalui proses lelang atau tender.

Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya

belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan
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publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan
dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun
diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan
prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka
panjang secara financial (Ardhani, 2011).

Sedangkan menurut PSAP Nomor 2, Belanja Modal adalah
pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang
memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya pada pasal
53 ayat 2 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ditentukan bahwa nilai asset
tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga
beli/bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/
pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Kemudian pada
pasal 53 ayat 4 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkan bahwa
Kepala Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar
pembebanan belanja modal selain memenuhi batas minimal juga
pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi
manfaat lebih satu periode akuntansi bersifat tidak rutin. Ketentuan hal ini
sejalan dengan PP 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
khususnya PSAP No 7, yang mengatur tentang akuntansi asset tetap.
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam
rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang

memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi
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batasan minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan
pemerintah.

Menurut Halim (2007:73), belanja modal merupakan belanja
Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebih satu tahun anggaran dan akan
menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah
belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok
belanja administrasi umum. Belanja modal dapat juga disimpulkan sebagai
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang
sifatnya menambah asset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih
dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk
biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa

manfaat, rneningkatkan kapasitas dan kualitas asset.

. Dana Alokasi Umum (DAU)
3.1 Definisi Dana Alokasi Umum
Menurut Halim (2002 : 160), "Dana Alokasi Umum adalah dana
yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan
daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi”.
Dari penjelasan di atas terlihat bahwa Dana Alokasi Umum
memiliki jumlah yang sangat signifikan sehingga semua pemerintah

daerah menjadikannya sebagai sumber penerimaan terpenting dalam
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anggaran penerimaannya dalam APBN. Oleh karena itu, Dana Alokasi

Umum dapat dilihat sebagai respon pemerintah terhadap aspirasi daerah

untuk mendapatkan sebahagian kontrol yang lebih besar terhadap

keuangan negara.

Tujuan Dana Alokasi Umum adalah untuk mengatasi ketimpangan
fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal
antar pemerintah daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada
pada mesing-masing daerah.

3.2 Penghitungan Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi
karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang
ada (UU No. 33/2004, Pasal 27). Sedangkan berdasarkan pendekatan
kesenjangan fiskal, besarnya DAU yang diterima oleh kabupaten/kota
di seluruh Indonesia didasarkan pada ketentuan berikut ini (Halim,
2007):

1. Dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari
penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.

2. Dana alokasi umum untuk daerah provinsi dan untuk
kabupaten/kota ditetapkan sebesar 10% dan 90% dari DAU
sebagaimana tersebut di atas.

3. Dana alokasi umum untuk suatu kabupaten/kota tertentu ditetapkan

berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk
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kabupaten/kota yang ditetapkan APBN dengan porsi kabupaten/kota

yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian
alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, namun
kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi dana alokasi umum
yang relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang memiliki potensi fiskalnya
kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU
relatif besar. Dalam LRA, penerimaan DAU merupakan bagian dari

Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan).

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)
4.1 Definisi Dana Alokasi Khusus
Pada Peraturan Pemerintan Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 1
ayat 24 tentang Dana Perimbangan dinyatakan bahwa Dana alokasi
khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan
tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
4.2 Tujuan Pemberian Dana Alokasi Khusus
Dalam Undang Undang No. 33/2004 Pasal 38 dinyatakan
bahwa besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Pasal 39
UU ini juga dinyatakan bahwa DAK dialokasikan kepada daerah

tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan
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daerah. Sedangkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30
Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD dinyatakan bahwa
penggunaan dana perimbangan untuk DAK agar dialokasikan kepada
daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, yaitu sarana dan
prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program
kegiatan pendidikan dan kesehatan dan lain-lain sesuai dengan
petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
Kriteria Pemberian Dana Alokasi Khusus

Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi Kkriteria
umum, Kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam
APBD (PP No. 55/2005, Pasal 55 ayat 1). Kriteria khusus ditetapkan
dengan  memperhatikan  peraturan  perundang-undangan  dan
karakteristik daerah (PP No. 55/2005, Pasal 56 ayat 1). Kriteria teknis
ditetapkan oleh kementerian negara/ departemen teknis (PP No.
55/2005, Pasal 57 ayat 1).
Kebutuhan Pemberian Dana Alokasi Khusus

Sesuai dengan tujuannya untuk membantu Pemerintah
Daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah dengan tujuan
khusus, DAK diberikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sebagai

berikut:
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1. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang
tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain.

2. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung
transmigrasi.

3. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah
pesisir kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana
yang memadai.

4. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi
dampak kerusakan lingkungan.

Pembangunan jalan, rumah sakit, irigasi dan air bersih
DAK disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas
Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah. Oleh karena itu,
DAK dicantumkan dalam APBD. DAK tidak dapat digunakan
untuk mendanai administrasi kegiatan, penelitian, pelatihan dan
perjalanan dinas.
5. Retribusi Daerah
5.1 Pengertian Retribusi Daerah
Menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun

2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009, yang

dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah: Retribusi Daerah, yang

selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
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disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daeran untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

5.2 Objek dan Subjek Retribusi Daerah
a. Objek Retribusi Daerah

1. Jasa umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau
diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau badan.

2. Jasa usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh
pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.

3. Perizinan tertentu, yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh
pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

b. Subjek Retribusi Daerah

Subjek Retribusi Daerahadalah sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati  pelayanan jasa umum yang

bersangkutan.
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Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati  pelayanan jasa usaha yang
bersangkutan.

Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan

yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

5.3 Jenis Retribusi Daerah

Jenis retribusi daerah dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

a. Jenis retribusi jasa umum adalah:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

Retribusi pelayanan kesehatan

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan
akta catatan sipil

Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
Retribusi pelayanan pasar

Retribusi pengujian kendaraan bermotor

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
Retribusi penggantian biaya cetak peta

Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
Retribusi pengolahan limbah cair

Retribusi pelayanan tera/tera ulang

Retribusi pelayanan pendidikan

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi



b. Jenis retribusi jasa usaha adalah:

1.

2.

8.

9.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah

Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
Retribusi tempat pelelangan

Retribusi terminal

Retribusi tempat khusus parkir

Retribusi tempat penginapan/pesanggarahan/villa
Retribusi rumah potong hewan

Retribusi pelayanan kepelabuhan

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga

10. Retribusi penyeberangan di air

11. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

c. Jenis retribusi perizian tertentu adalah:

1.

2.

Retribusi izin mendirikan bangunan

Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
Retribusi izin gangguan

Retribusi izin trayek

Retribusi izin usaha perikanan

B. Hasil Penelitian Terdahulu

26

Pada bagian ini memuat tentang penelitian-penelitian yang dilakukan

sebelumnya yang mendasari pemikiran penulis dan menjadi pertimbangan
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dalam penyusunan skripsi ini. Secara ringkas penelitian terdahulu dapat dilihat

dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
- Judul : :
No Peneliti Penelitian Variabel Kesimpulan
e Pajak
Daerah dan
Pengaruh Pajak (Ij?etrll%um
Daerah, acra
Retribusi berpengaruh
Daerah dan positif dan
Dana signifikan
Perimbangan tlgir::s?jzp
salman Egngzp e Pajak Daerah Keuangan
1| Alfarisi H Keua:]gan e Retribusi Daerah | daerah
(2015) pemerintah * Dana * Dana
Daerah (Studi Perimbangan Perimbanga
Empiris pada g h
kabupaten dan erpengaru
Kota d negatif dan
Provinsi signifikan
Sumatera te_rhagiap
Barat) Kinerja
keuangan
daerah
Pengaruh ¢ Belanja
Belanja Modal Modal
Fajar terhadap berpengaruh
Nugroho, Kinerja positif dan
2 | Abdul Keuangan ¢ Belanja Modal signifikan
Rohman Daerah (Studi terhadap
(2012) kasus di Kinerja
Provinsi Jawa keuangan
Tengah) daerah
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No Peneliti Judul Variabel Kesimpulan
Penelitian
¢ Belanja
Modal
berpengaruh
Pengaruh
Belanja Modal terhadap
terhadap pendapatan
Kinerja asli daerah,
Keuangan pendapatan
dengan asli daerah
3 | Akhmad Pendapatan bZ(rjgelr(]igrgrqz
Imam Amrozi | Asli Daerah « Belanja Modal ﬁe oo J
(2016) sebagai m;ka g
Variabel M
Intervening daerajh
(Studi kasus boroon caruh
kabupaten/kota pengaru
di Provinsi D_OSI'_f:cfkdan
i signifikan
Jawa Timur) terhadap
Kinerja
keuangan
e PAD
berpengar
uh
Pengaruh n
pendapatan asli fé?ﬁ;g:an
daerah, dana kiner'ap
alokasi umum ]
dan dana keuangan
Abdullah alokasi khusus | e PAD gaAertj\hd
4 | Febriansyah | terhadap kinerja | ¢ DAU ° DAK an
(2015) keuangan e DAK DAK
pemerintah 1da
daerah berpengar
Kabupaten/Kota uh
se- Sumatera signifikan
bagian Selatan terhadap
Kinerja
keuangan

daerah
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C. Hipotesis
1. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan
belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran
dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan
menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada
kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk
memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur,
dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli
melalui proses lelang atau tender.

Fajar Nugroho, Abdul Rohman (2016) menyimpulkan bahwa
Pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur serta sarana dan
prasarana yang diperlukan oleh negara, yang tercermin di dalam belanja
modal yang dilakukan oleh pemerintah. Belanja modal yang besar
merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang
dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan
meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah, sesuai dengan
logika, semakin banyak sumber yang menghasilkan, maka hasilnya pun
akan semakin banyak. Hal ini sesuai dengan definisi yang ada sebelumnya,
dimana PKKD berarti adalah“peningkatan capaian dari suatu hasil kerja
dibidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dan

Belanja Modal dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan
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melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan dari satu

periode anggaran ke periode anggaran berikutnya”.

Hi: Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di

Jawa Tengah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah

DAU merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Penelitian Ariani (2010) menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh
negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Jika DAU
bertambah atau meningkat maka akan mengurangi tingkat efesiensi daerah
yang merupakan rasio dari kinerja keuangan daerah. Rukmana (2013) juga
menguji pengaruh DAU sebagai bagian dari Dana Perimbangan
berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa DAU berpengaruh
terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Terdapat keterikatan yang sangat erat antara transfer dari Pemerintah
Pusat dengan kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu kecenderungan

dimana daerah lebih mengandalkan penerimaan DAU daripada PAD untuk



31

kepentingan pembiayaan daerah menunjukkan bahwa tingkat kinerja

Keuangan Pemerintah tersebut dipengaruhi oleh DAU.

H,: Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan

Kota di Jawa Tengah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 33/2004, Dana Alokasi Khusus
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan
khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional.

Julitawati (2012) menguji pengaruh DAK sebagai bagian dari Dana
Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di
Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Hasil penelitiannya membuktikan
bahwa DAK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah
kabupaten/kota di provinsi tersebut. Penelitian yang dilakukan Marizka
(2013), menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh
signifikan negatif terhadap tingkat kinerja keuangan daerah pada
pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Menurut Yani (2002) Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksudkan

untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan
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merupakan prioritas nasional, dengan kata lain daerah tersebut masih
rendah pendapatan asli daerahnya dan juga masih harus berbenah diri
untuk membangun daerahnya sendiri. Jika Dana Alokasi Khusus (DAK)
yang dialokasikan pemerintah pusat relatif besar maka daerah tersebut
belum mandiri dari segifiskalnya. Hal ini berarti semakin besar Dana
Alokasi Khusus yang diterima oleh daerah maka kinerja keuangan daerah
semakin rendah, sebaliknya semakin kecil Dana Alokasi Khusus yang
diterima daerah maka kinerja keuangan daerah semakin besar.
Hs: Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di

Jawa Tengah.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah

Menurut Siahaan (2005) Retribusi daerah adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau Badan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah terdiri
dari retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum, dan retribusi perizinan
tertentu.

Retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber PAD ini juga

menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui dan mengevaluasi
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kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan lebih
mampu menggali sumber-sumber kekayaan asli daerah untuk memenuhi
kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya yang
tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan di daerah tersebut.
Dari hasil penelitian Florida (2007) menunjukkan bahwa retribusi daerah
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Sama seperti pajak daerah yang memiliki banyak karakteristik,
retribusi daerah juga menjadi salah satu sumber pendanaan PAD sebuah
kota/kabupaten, meskipun tidak sedominan pajak daerah. Semakin tinggi
persentase retribusi daerah suatu daerah, maka semakin baik kinerja
keuangan pemerintah suatu daerah.

Hj: Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa

Tengah.

D. Kerangka Penelitian

Belanja Modal (X;)

Hi (+)

Dana Alokasi Umum Hz ()

(X2) Kinerja Keuangan

Hs (-) Pemerintah Daerah (Y)
Dana Alokasi Khusus /

(X3) Ha (+)

Retribusi Daerah (X4)




